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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu “sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Lazio (2012:1) adalah: “Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.”
Menurut Sugiyono (2014:4) Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.
2.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Davey yang dikutip oleh Darwin (2010:42), Sumber-sumber pendapatan daerah terbagi atas:

a. Alokasi dari pemerintah Pusat yang terdiri dari: anggaran pusat (vote), bantuan pusat (grants), bagi hasil pajak, pinjaman, dan penyertaan modal.

b. Perpajakan

c. Retribusi

d. Perusahaan (Badan usaha)

Sumber-sumber pendapatan menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang dieroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

a. Pajak daerah

b. Retribusi daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah

2. Dana Perimbangan terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil, (b) Dana Alokasi Umum, dan (c) Dana Alokasi Khusus.

3. Lain-lain Pendapatan yang sah, bersumber dari:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran

b. Penerimaan pinjaman daerah

c. Dana cadangan daerah

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Menurut Darise (2009:67) berdasarkan UU No 25 tahun 1999 diatas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu Kabupaten/Kota terdiri dari : 

1. Hasil Pajak Daerah 

2. Hasil Retribusi Daerah 

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya.

4. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.


Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Dalam hubungannya dengan pembiayaan pemerintah di daerah, perlu diketahui sumber pendapatan dari pendapatan daerah agar terdapat kepastian dalam pelaksanaan pemerintah di daerah. 

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak 

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal mensejahterakan masyarakat pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan dan pembangunan lainnya disegala bidang. 

Mardiasmo (2012:3) menyatakan “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Soeparman menyatakan bahwa pengertian pajak yang dikutip oleh Erly (2011:9) “pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipunggut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Sedangkan Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) mengemukakan pengertian pajak adalah: 

pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu, keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang harus dibayar baik itu berupa uang atau barang yang dipunggut, wajib dibayar, untuk keperluan umum bersama yang didasarkan oleh Undang-Undang tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung.
2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Mardiasmo (2012:4) mengemukakan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:
1. Fungsi anggaran (budgetair) Sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend) Alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Erly (2011:12) fungsi pajak antara lain sebagai berikut:
1. Fungsi finansial (budgeter) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi mengatur (regulerend) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. 

Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014:3) yaitu sebagai berikut:
a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair artinyan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.

b. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan 

Penjelasan di atas disimpulkan bahwa fungsi pajak itu terdiri dari 2 fungsi yaitu yang pertama fungsi finansial sebagai fungsi membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, sedangkan fungsi mengatur sebagai alat yang digunakan untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi maupun sosial lainya dengan adanya tujuan tertentu.
2.2.3 Pembagian Pajak

Mardiasmo (2011:5) mendefinisikan pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut :
a. Menurut Golongannya 

1. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

2. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya 

1. Pajak Subjektif  yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

2. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri dari wajib pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah

c. Menurut Lembaga Pemungutannya 

1. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang mewah 

2. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk: 

· Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) 

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

· Pajak Daerah Tingkat II (Kotamadya/Kabupaten) 

Contoh: Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
Menurut Resmi (2014:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutannya.
1) Menurut Golongan 

b) Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh)

c) Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Pemungutan

a) Pajak negara (pajak pusat): pajak yang dipunggut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contohnya: PPh, PPN dan PPnBM, PBB serta Bae Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b) Pajak daerah: pajak yang dipunggut oleh Pemerintahan Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh Pajak Propinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan  Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

Contoh Pajak Kabupaten/Kota:  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bukan Logam, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Menurut Priantara (2012:6) perbedaan pembagian atau penggolongan pajak didasarkan pada suatu kriteria sebagai berikut: 
1. Pajak menurut golongannya terbagi menjadi 2 antara lain: 
a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya;
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain.
2. Pajak menurut sifatnya terbagi menjadi 2 yaitu: 
a. Pajak subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya;
b. Pajak objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya.
3. Pajak menurut lembaga institusi pemungutan terbagi menjadi 2 yaitu:
a. Pajak pusat adalah adalah pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementrian Keuangan yakni Direktoral Jendral Pajak;
b. Pajak daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.
Pengertian pembagian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pajak dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pajak menurut golongan terbagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung;

2. Pajak menurut sifatnya terbagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif;

3. Pajak menurut lembaga pemungutan terbagi menjadi pajak negara dan pajak daerah.
2.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Setiap era globalisasi sekarang ini batas negara menjadi tidak jelas bagi wajib pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan, sehingga penentuan cara pemungutan pajak ini penting untuk menentukan negara mana yang berhak memungut pajak.

Asas-asas pemungutan pajak yang telah dituliskan oleh Adam Smith yang dikenal dengan nama Wealth of Nations yang dinamai The Four Maxims (Abuyamin, 2012:8) adalah: 
1. Equality

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda. 

2. Certainty 
Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya. 
3. Convenience of Payment 

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu pada saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak. 

4. Economic of Collections 
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh. 
Menurut Erly (2011:39) dalam memungut pajak penghasilan ada tiga yang biasa dilakukan, adalah sebagai berikut:

1. Asas Domisili (tempat tinggal)

Dalam asas ini pemungutan pajak berdasarkan pada domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Negara dimana wajib pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap wajib pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut.

2. Asas Sumber 

Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan/penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara yang menjadi sumber pendapatan/penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan 

Dalam asas kebangsaan (nationaliteit) ini, pemunggutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan/penghasilan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal (domisili) dari wajib pajak yang bersangkutan.
Menurut Resmi (2014:8) Asas-asas pemungutan pajak ada 3, yaitu:
1) Asas domisil (asas tempat tinggal) menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 
2) Asas sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 
3) Asas kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disimpulkan asas pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yaitu asas domisili (tempat tinggal), asas sumber dan asas kebangsaan. Dimana asas domisili adalah wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas hasil yang diterima atau diperoleh kemudian asas sumber dimana asas ini negara itu mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan tanpa memperlihatkan tempat tinggal wajib pajak dan yang terakhir asas kebangsaan adalah asas yang pengenaan pajaknya dihubungankan dengan suatu negara. 
2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah


Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau  badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Erly (2011:37) menyebutkan definisi pajak daerah adalah:

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemunggutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak pusat diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
Menurut Darwin (2010:99) “Pajak daerah secara umum adalah pajak yang dipunggut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik”. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah dan wajib harus dibayar kepada kantor yang melakukan pemunggutan pajak daerah tersebut secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah tersebut”.
2.3.2 Ciri – Ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan Mariastuti (2012:23) adalah : 

a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. 

b. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang. 

c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya. 

d. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah sebagai badan hukum politik. 
Sedangkan Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan oleh Siahaan (2009:7) yaitu: 

a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak).
d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ciri – ciri pajak daerah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak Daerah digunakan untuk membiayai urusan daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
4. Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sehingga dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.
2.3.3 Jenis Pajak Daerah
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok yaitu: 
1) Pajak Provinsi terbagi menjadi 5 yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. 
1) Kota/Kabupaten terbagi menjadi 11 yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Buni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaa, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Menurut Waluyo (2011:236) jenis pajak daerah yang dapat dipungut terdiri atas yaitu:

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air permukaan; dan

e. Pajak Rokok

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Restoran;

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam Kabupaten/Kota otonom, seperti daerah ibukota jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.
2.3.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Erly (2011:221) sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi dua yaitu sistem official assessment (official assessment system) dan sistem self assessment (self assessment system)
1. Sistem Official Assessment
Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2. Sistem Self Assessment
Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terhutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan dan melaporkan pajak yang terhutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Resmi (2014:10) menguraikan bahwa dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak yaitu:
1. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.  

2. Self Assessment system 
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. With holding system
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Kesimpulan dari sistem pemungutan pajak daerah yaitu terbagi menjadi 3 antara lain:

1. Self assesment system: wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyetor, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar/terhutang;

2. Official assesment system: kewajiban pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh kepala daerah;
3. With holding system: pemungutan pajaknya memberikan wewenang kepada pihak ketiga.

2.3.5 Pajak Restoran
2.3.5.1 Pengertian Pajak Restoran 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa :

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No 7 Tahun 2010 mengemukakan bahwa “Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas pelayanan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering”. 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas semua penyelenggaraan restoran oleh orang pribadi atau badan. 
2.3.5.2 Objek dan Subjek Pajak Restoran
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No 7 Tahun  2010 menguraikan bahwa: 

· Objek Pajak, adalah Pelayanan yang disediakan oleh penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering yang nilai penjualannya yang tidak kena pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
· Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. 

Menurut Siahaan (2009:330) “Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran”. Siahaan (2009:329) menyatakan bahwa “Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya”.

2.3.6 Pajak Penerangan Jalan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa :
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri, maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang wajib dibayar oleh pelanggan listrik PLN. Dimana hasil PPJ tersebut merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai daerah, termasuk pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran rekening PJU sesuai kemampuan PEMDA. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum dan rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pengenaan PPJ tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. 

Sedangkan menurut Priantara (2013:544-545) Pajak pengambilan bahan galian golongan C (diubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009) adalah :

Pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan di bidang mineral dan batuan.  Yang termasuk mineral bukan logam dan batuan adalah sama dengan bahan galian golongan C ditambah dengan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan. Bahan galian golongan C adalah meliputi abes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir, kerikil, pasir kuarsa, perlit, phosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolin, basal, trakit. Tarif pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan ketentuan maksimum sebesar 25%. 
Pengertian Pajak Penerangan Jalan menurut (Awaliyah 2015) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah

Dari kesimpulan diatas bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. 
2.3.7 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa :

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaiman dimaksud di dalam peraturan perundang – undangan di bidang mineral dan batubara. 
Dari pengerrtian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak bahan mineral bukan logam dan batuan adalah pungutan daerah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Dasar pengenaan dan Tarif adalah sebagai berikut :
1. Dasar pengenaan dan masa Pajak
a. Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
b. Nilai jual dihitung dengan mengalikan Volume atau Tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar.
c. Nilai Pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.
d. Dalam hal nilai pasar sulit diperoleh, maka digunakan harga Standar.
e. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
2. Tarif 
Tarif Pajak adalah 13%, dasar Pengenaan : Nilai Jual hasil Pengambilan Mineral bukan logam dan batuan
Mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam atau batuan, baik dari sumber alam atau permukaan bumi untuk di manfaatkan.
2.4. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir pada dasarnya adalah hubungan antara yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang dilakukan. Setelah mempertahankan teori-teori dan penelitian sebelumnya. Sumber penerimaan pajak daerah diiantaranya Pajak Restoran, Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan harus dikelola secara maksimal. Mengingat pemberlakuan undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang perubahan undang-undang No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan merupakan jenis pajak yang berdiri sendiri. Semakin tinggi penerimaan Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan maka akan semakin tinggi pencapain penerimaan atas pendapatan asli daerah. Berikut adalah kerangka yang digunakan dalam penelitian ini:
Gambar 2.1
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2.5. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis yang akan disajikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1:
Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan secara bersama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
H2:
Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap pendapatan Asli Daerah 

H3:
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap pendapatan Asli Daerah 

H4:
Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berpengaruh terhadap pendapatan Asli Daerah

2.6. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.
Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu
	Nama peneliti
	Judul penelitian
	Hasil penelitian

	Rizka Aprilia Khairunnisa (2012)
	Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Raklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo)
	1. Pemungutan pajak restoran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah Kota Gorontalo

2. Pemungutan pajak reklame, berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah Kota Gorontalo.

3. Pemungutan  pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah Kota Gorontalo 

	Fina Edy, 2014
	Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Terhadap Efektifitas Penerimaan Dearah 
(Studi Empiris di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pariaman)
	1. Pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah. Hal ini diduga karena pajak restoran telah memenuhi target dan realisasi pajak daerah. 
2. Pajak reklame tidak berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah. Hal ini diduga karena pajak reklame belum memenuhi target dan realisasi pajak daerah. 
3. Pajak penerangan jalan berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah. Hal ini diduga karena pajak penerangan jalan telah memenuhi target dan realisasi pajak daerah.


	Mutiara, 2016
	Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 
	a. Secara parsial variabel penerimaan Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. 

b. Secara parsial variabel penerimaan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.

	Regina Usman,

2016
	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
	Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah, sementara retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.  

	Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani, 2016
	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016)
	1. Pajak Hotel Pajak Hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

2. Pajak Restoran Pajak Restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

3. Pajak Hiburan Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

	Aprilia Riska Junaedy, 2017
	Analisis Pengaruh Pajak Bahan Mineral bukan Logam dan Batuan Dan Retribusi Bahan Galian C Terhadap Pendapatan Asli Daerah
	Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan batuan tidak berpengaruh signifikan  terhadap penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Jayapura. Kecilnya pengaruh Pajak Bahan Mineral  Bukan Logam dan Batuan  terhadap Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan oleh  daerah penyebaran serta  ketersediaan bahan galian di  Kota Jayapura lebih sedikit  dibandingakan luas wilayah Kota Jayapura itu sendiri.


Sumber: Data Diolah 2018

Beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan dalam tabel 2.1 dijadikan acuan dalam penelitian ini. Dari tabel 2.1 diperoleh hasil bahwa variabel dependen dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independennya. 
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